BAB Il
UPAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM

MELINDUNGI KONSUMEN ATAS BEREDARNYA KOSMETIK ILEGAL

A. Aturan Peredaran Kosmetik

Pembuatan kosmetik industri kosmetik harus memepalsyaratan cara
pembuatan kosmetik yang baik. Industri yang mengisrsyaratan cara
pembuatan kosmetik yang baik diberikan sertifikbah d&epala BPOM. penerapan
pembuatan kosmetik yang baik dilaksanakan secartaHag@ sesuai dengan
memperhatikan kemampuan industri kosmétik.

Kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan umi@ndapatkan ijin
edar dari BPOM adapun yang berhak untuk mendaftaakialah:
1. Produsen kosmetik yang mendapat ijin industri.
2. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran
3. Badan hukum yang di tunjuk atau di beri kuash glerusahaan dari negara

asal.

Pemohon pengajuan edar diajukan secara tertuliadeegepala BPOM
dengan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengistem registrasi
elektronik yang telah ditetapkan, untuk dilakukaenifian. ljin edar yang di

maksud berlaku 5 tahuf.

3" Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksianan Informasi Konsumen
BPOM, Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.

% Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksianan Informasi Konsumen
BPOM, Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.

43



44

Kosmetik yang telah memperoleh ijin edar dapatkdkan penilaian
kembali oleh kepala badan. Penilaian kembali ddakkan apabila ada data atau
informasi baru berkenaan dengan pengaruh terhadaf, nkeamanan dan
kemanfaatan yang berpengaruh terhadap kesehatayanalest. Selain itu ijin
edar kosmetik dibatalkan apabila:

1. Kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persaratantumikeamanan dan
pengawasan atau hasil penilaian kembali.
2. Produsen perusahaan atau badan hukum tidak mémen

Dalam peredaran kosmetik dilakukan bimbingan sgrengawasan
pemberian bimbingan terhadap penyelengaran kegigieoduksi, import
peredaran dan penggunaan kosmetik dilakukan ol€y\VBP

Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud menjamitu nadan
keamanan kosmetik yang beredar. Meningkatkan kemampteknis dan
penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik, mdraggygkan usaha di bidang
kosmetik®®

Pengawasan kosmetik dilakukan Oleh Kepala BPOM. déllemp
pelaksaan fungsi sekurang-kurangnya standarisasnilas, sertifikasi.
Pemantauan, pengujian, pemeriksaan, penyidikang yaditekukan terhadap
kegiatan produksi import, peredaran penggunaan, peomosi kosmetik.
menjamin mutu dan keamanan kosmetik yang beredamirngkatkan kemampuan
teknis dan penerapan cara pembuatan kosmetik yakgrbengembangkan usaha

di bidang kosmetik.

% Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksianan Informasi Konsumen
BPOM, Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.



45

Terhadap pelaku usaha yang melakukan pelangganaadsp ketentuan
sebagaimana yang tersebut diatas, maka pelaku ddafeng memperdagangkan
barang dan/atau jasa tersebut serta wajib melakpkaarikan barang dan/atau
jasa dari peredaran.Penarikan produk kosmetika yhpgpduksi tidak sesuai
dengan standar mutu yang dipersyaratkan dapatdilgiukan oleh BPOM, hal
ini dilakukan terhadap produk kosmetik yang tekbiikti mengandung zat aditif
yang membahayakan kesehatan orang yang menggunyakadenarikan produk
kosmetik dalam jumlah besar yang dilakukan BalaseBeBPOM. faktor-faktor
Penyebab Peredaran Kosmetik tanpa izin Beberagarfgkenyebab peredaran
tanpa ijin ada beberapa poin diantaranya:

1. Penawaraan harga yang ditawarkan Produsen mejtgaesmi lebih mahal
dibandingkan tanpa ijin.

2. Semakin tingginya permintaan pasar akan baensgliut.

3. Tidak adanya pemberitahuan resmi dari pemerikigbada, penjual dan
kurang seriusnya pemerintah dalam memberantas graredkosmetik
palsu/tanpa ijin di pasaran.

4. Tingkat kehidupan perekonomian yang rendah e@adahnya sumber daya
konsumen.

Dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan masly#daédah menjadi
objek semata, tetapi sekaligus merupakan subjekyepmmggaraan upaya
kesehatan. Peran serta masyarakat tersebut dapajudkan melalui kepekaan
terhadap masalah kesehatan yang terdapat di liggkusekitarnya, salah satunya

dalam hal adanya isu umum mengenai peredaran kidsyaetg tidak memilki
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izin dari BPOM, masyarakat dapat memberikan sumdnrandalam bentuk
pemikiran, tenaga atau sumber daya lainnya sekeleémbagaan, sarana serta
dana.

Peran serta masyarakat untuk membantu pemerintddim daipaya
mengatasi peredaran kosmetik yang tidak memilikin idari BPOM dapat
dilakukan baik secara langsung maupun tidak larggs8ecara langsung adalah
dengan memberikan informasi mengenai produk ko&mgsing beredar di
masyarakat tidak memenuhi standar mutu yang ada adanya pelaku usaha
nakal yang memproduksi serta mengedarkan produkmédis tersebut.
Sedangkan peranan masyarakat secara tidak langsiatgh dengan membantu
pemerintah dalam proses perencanaan program peggel@an kesehatan yang
dilakukan oleh pemerintah serta dengan memberikasukan-masukan bagi

pemerintah dalam menentukan perumusan kebijaks&haan

B. Pengawasan BPOM Terhadap Kosmetik llegal

Balai Besar POM dalam melaksanakan fungsi pengawakat dan
makanan antara lain melakukan pemeriksaan terhadagna Produksi dan
Distribusi produk Terapik/Obat, Narkotika Psikotila Prekursos (NPP), Obat
Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, PanganBhhan Berbahaya yang
berada di Provinsi Jawa Timur. Dalam Pengawasarn @aMakanan tersebut,
termasuk di dalamnya adalah pengawasan iklan @eh Eampling dan pengujian

produk serta penyidikan.

4% Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksianan Informasi Konsumen
BPOM, Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.
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Mengenai arti pengawasan, maka hal ini sangat kaigdnnya dengan
pemerintah guna mengawasi peredaran kosmetik dyaresat dapat berjalan
dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkaka hendaknya
diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengekaaliperedaran kosmetik
yang merugikan konsumen. Pengawasan dalam perekiasametik tidak hanya
berada pada pemerintah pusat saja. Tetapi pengawdisdaerah dilakukan
dengan pelimpahan bidang pengawasan kepada Dinadagdagan dan
Perindustrian serta Badan POM dan dinas-dinas itetkianya. Tujuan dari
adanya pengawasan yaftu:

a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sésngan rencana yang

digariskan;

b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilakaarsesuai dengan
instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan

c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemakelemahan dalam
bekerja;

d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah bedatagan efisien;

e. Untuk mencari jalan keluar atau penyelesaiambiép ditemui
kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau daga-kegagalan
ke arah perbaikan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa @&agan bertujuan
untuk mengkoreksi kesalahan yang terjadi agar mgentilapat menjadi pedoman
untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasarag gatimal. Pengawasan
bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, akan tefagiu pekerjaan yang

memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, baHiaus disertai dengan

pengalaman.

“! Sukarno K., 1992Dasar-Dasar Managemen, Jakarta: Miswar, him. 105.
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1. Jenis-jenis Pengawasan

Terbentuknya pengawasan dapat dibedakan menjad{(2ZJuaacam,

yaitu sebagai beriky?

a. Pengawasan internal, yaitu pengawasan yangulda olh suatu
badan atau organ yang secara struktural termasukmda
lingkungan pemerintah itu sendiri. Misalnya pengsava oleh
pejabat terhadap bawahannya,;

b. Pengawasan eksternal, pengawasan yang dilakigammrgan atau
lembaga-lembaga yang secara struktural beradaadpkmerintah
dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan pered&@smetik
oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM).

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberagagengan tinjauan

dari beberapa segi, antara lain:43
a. Pengawasan dari segi cara pelaksanaannya ki#reateenjadi:
1) Pengawasan langsung
Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangimalakukan
pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.
2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi termglakspnaan

pekerjaan yang diawasi. Pengawasan ini dilakukamgate

mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyaraijek yang

diawasi yang disampaikan oleh pelaksana maupun eurtdn.

Dokumen tersebut biasanya berupa:

“2 Saiful Anwar,0p.Cit., him. 127.
3 Ridwan HR, 2006Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, him.
256.
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a) laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporanalserknaupun
insidentil;
b) surat pengaduan masyarakat;
c) berita atau artikel dari media massa.
b. Pengawasan dari segi kewenangan
1) Pengawasan formal
Pengawasan resmi oleh lembaga-lembaga pengawasgumaleh
aparat pengawasan yang mempunyai legalitas tugiasndieidang
pengawasan.
2) Pengawasan non formal
Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baiksuaggmaupun
tidak. Pengawasan ini sering disebut sosial kontmolisalnya
pengawasan melalui surat pengaduan masyarakatumb&ita atau
artikel di media massa.
Selanjutnya sistem pengawasan menurut waktu pela&saya adalah
sebagai berikut?
a. Pengawasan Preventif
Pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suagiatan.
Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan pemaniksdan
persetujuan rencana kerja dan rencana anggarapegatapan Petunjuk
Operasional (PO), persetujuan atas rancangan pamgberudangan yang

akan ditetapkan oleh pejabat atau instansi yanj lelmdah. Pengawasan

4 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesi®@7]Sistem Administrasi Negara
Republik Indonesia, Jakarta: Toko Gunung Agung, him. 159.
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ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangenyelewengan,
pemborosan, kesalahan, terjadinya kegagalan dabdtam

b. Pengawasan yang dilakukan saat pekerjaan seéaaggsung
Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandmngkdara hasil
yang nyata-nyata dicapai dengan yang seharusrgladah yang harusnya
dicapai dalam waktu selanjutnya. Pentingnya pengawaini, perlu
dikembangkan sistem monitoring yang mampu mendetedsiu
mengetahui secara dini kemungkinan timbulnya pepgimyan, kesalahan
dan kegagalan.

c. Pengawasan represif
Pengawasan dilakukan pada akhir kegitan atau persgaw yang
dilakukan setelah terjadinya penyimpangan-penyirggan dalam
pelaksanaan kegiatan. Pengawasan harus dilakukagamle penuh
tanggung jawab karena dengan adanya pengawasantgmamgh dapat
mencegah kemungkinan buruk yang akan terjasi. [psagm itu

diperlukan pengawasan yang lebih konsisten daldakgenaannya.

2. Sistem dan Proses Pengawasan
Proses pengawasan terhadap peredaran kosmetik;, déam UUPK
mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pegyedaan
perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindukgpentingan
konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkaredaran suatu barang

dan atau jasa. Hal tersebut diatur pada Pasal 22KJaitu:
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1) pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan |eEg@Araan
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnyakoasumen dan
pelau usaha serta dilaksanakannya kewajiban komsdarepelaku usaha;

2) pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaexéindungan konsumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakanMéateri dan atau
menteri teknis terkait;

3) menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oiaakkoordinasi atas
penyelenggaraan perlindungan konsumen;

4) pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsursebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a) terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungamgysehat antara
pelaku usaha dengan konsumen;

b) berkembangnya lembaga perlindungan konsumen ay&ad
masyarakat;

c) meningkatnya kualitas sumber daya manusia semaingkatnya
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidangingerigan
konsumen;

5) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengegjaraan perlindungan
konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengattang kosmetik
di bawabh ini:
1. Kosmetik berdasarkan Undang-Undang Perlindutgarsumen No. 8 Tahun
1999
Dalam UUPK tidak disebutkan secara rinci pengatutantang
kosmetik. Namun demikian pasal 8 ayat (1) huruf enyebutkan “tidak
memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yancgggratkan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat digunakan setegsr perlindungan
hukum terhadap konsumen yang membeli produk koknetipa izin dari
BPOM. Diatur bahwa tidak boleh memperdagangkan ngargang tidak
memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yancsggratkan dan ketentuan
peraturan perundangan. Setiap produk kosmetik maamsenuhi standar dan/

atau persyaratan yang ditentukan kosmetik yandp iloroduksi baru boleh
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beredar setelah mendapt izin edar setelah sebetunmglalui proses
pengujian dari segi mutu, keamanan dan kemanfadtarena kosmetik
tersebut tidak memiliki izin edar maka dapat dikatakosmetik tersebut tidak
tidak boleh di perdangankan.
Kosmetik berdasarkan Undang-Undang KesehataroNdTahun 2009.

Kesehatan merupakan hak bagi setiap manusia. Sedadafa satu aset
terpenting dalam hidup manusia. Maka pengawsamdsé&iap kegitan yang
berhubungan dengan dunia kesejahteraan masyamR&ajualan kosmetik
tanpa izin. Yang pada saat ini banyak terjual melaledia online. Kosmetik
tanpa izin ini telah melanggar ketentuan yang telahtur dalam Undang-
Undang Kesehatan, karena penjualan kosmetik ydag terdaftar di BPOM.

Dijelaskan pada Pasal 105 ayat (2) UU Kesehataedigan farmasi
yang berupa obat tradisional dan kosmetika sertd késehatan harus
memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditamtuk

Dalam UU Kesehatan yang dijelaskan dalam Pasala86 (2) yang
berbunyi: "Pemerintah berwenang mencabut izin etlar memerintahkan
penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan a&séhatan yang telah
memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidemenuhi persyaratan
mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, digpatdan dimusnahkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

Pasal 106 ayat (2) tersebut tidak menjelasakan emamgsediaan

farmasi yang tidak memiliki izin edar, peraturanngadijelaskan hanya
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mengenai sediaan farmasi yang memiliki izin edaukirdapat ditarik dari
peredaran apabila tidak memenuhi persyaratan.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkataehatan
yang optimal bagi masyarakat adalah melalui upasselkatan yang antara
lain berupa pengamanan sedia farmasi dan alat &esehTujuan dari hal
tersebut yaitu melindungi masyarakat dari bahayagydisebabkan oleh
penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan tydak memenuhi
pesyaratan untuk ke mananan dan kemanfaatan.petidpk harus memenuhi
standart dan/atau pesyaratan yang ditentukan. Baaandan informasi
produk kosmetik harus memenuhi persyaratan objéksivdan kelengkapan
serta tidak menyesatkan, produk tersebut baru dissdarkan apabila telah
mendapatkan izin edar.

Peraturan kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015

Berdasarkan peraturan kepala BPOM Nomor 18 Tahdb 2€ntang
pesyaratan bahan kosmetik yang telah di atur dandiaya yaitu sebagai
berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan (3) tentang persyaratan bahan:

(1) Bahan Kosmetika harus memenuhi persyaratan seliagaimana
tercantum dalam Kodeks Kosmetika Indonesia atandatalain
yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan pengrgiladangan.

(2) Selain Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud agat (1) dan
ayat (2), bahan tertentu dilarang digunakan dalambuatan
Kosmetika. Dan berdasarkan (pasal 3) yang bendang bahan
dari kosmetik yang berbahaya pada huruf A, B, Gy Bayang
berbunyi sebagai berikut:

Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasgt2 (2)
meliputi:

a. bahan yang diperbolehkan digunakan dengan pasamadan
persyaratan penggunaan sebagaimana tercantum dalam
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Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Peraturan ini;

b. bahan vyang diperbolehkan sebagai Bahan Pewarna
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang mkarpa
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

c. bahan vyang diperbolehkan sebagai Bahan Pengawet
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l yang nadaup
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan

d. bahan yang diperbolehkan sebagai Bahan TabiryaSur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang mkaumpa
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Cara pembuatan kosmetik telah diatur di dalam kegaut Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05@.38ntang
Pembuatan Kosmetik Yang Baik.

1) Audit Internal: adalah kegiatan yang dilakukantuk menilai semua
aspek, mulai pengadaan bahan sampai pengemasanpatetapan
tindakan perbaikan yang dilakukan sehingga selusspek produksi
tersebut selalu memenuhi Cara Pembuatan Kosmetik Baik.

2) Bahan Awal: Bahan baku dan bahan pengemas ymumakan dalam
pembuatan suatu produk.

3) Bahan Baku: Semua bahan utama dan bahan tamlgahgndigunakan
dalam pembuatan produk kosmetik.

4) Bahan Pengemas: Suatu bahan yang digunakan galaemasan produk
ruahan untuk menjadi produk jadi.

5) Bahan Pengawet: Bahan yang ditambahkan padailprdengan tujuan
untuk menghambat pertumbuhan jasad renik.

6) Bets: Sejumlah produk kosmetik yang diproduksi dalantu ssiklus

pembuatan yang mempunyai sifat dan mutu yang s&aga
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7) Dokumentasi: Seluruh prosedur tertulis, instruttan catatan yang terkait
dalam pembuatan dan pemeriksaan mutu produk.

8) Kalibrasi: Kombinasi pemeriksaan dan penyetslaatu instrumen untuk
menjadikannya memenuhi syarat batas keakuratan rotestandar yang
diakui.

9) Karantina: Status suatu bahan atau produk yapigatikan baik secara
fisikk maupun secara sistem, sementara menunggutusgmu pelulusan
atau penolakan untuk diproses, dikemas atau dhisikan

10) Nomor Bets. Suatu rancangan nomor dan atau huruf atau komibina
keduanya yang menjadi tanda riwayat suss secara lengkap, termasuk
pemeriksaan mutu dan pendistribusiannya.

11) Pelulusanr@leased): Status bahan atau produk yang boleh digunakan
untuk diproses, dikemas atau didistribusikan.

12) Pembuatan: Satu rangkaian kegiatan untuk memtmaaluk, meliputi
kegiatan pengadaan bahan awal, pengolahan danvpeseya mutu serta
pelulusan produk jadi.

13) Pengawasan Dalam Proses: Pemeriksaan dan pengang ditetapkan
dan dilakukan dalam suatu rangkaian pembuatan kragumasuk
pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadagkungan dan
peralatan dalam rangka menjamin bahwa produk gdmii) memenuhi
spesifikasinya.

14) Pengawasan Mutu (Quality Control): Semua upayegy diambil selama
pembuatan untuk menjamin kesesuaian produk yaragitkin terhadap

spesifikasi yang ditetapkan.
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15) Pengemasan: Adalah bagian dari siklus prodgdesy dilakukan terhadap
produk ruahan untuk menjadi produk jadi Badan Peagan Obat dan
Makanan.

16) Pengolahan: Bagian dari siklus produksi dimdki penimbangan bahan

baku sampai dengan menjadi produk rumahan.

C. Upaya BPOM Terhadap Penjualan Kosmetik llegal
Upaya BPOM terkait untuk memberantas peredaran &tsrberbahaya.
Dengan adanya infomasi tersebut diharapkan tumlauhkgsadaran dan
kewaspadaan masyarakat agar dalam memakai kostiuetikterjadi efek yang
dapat merugikan diri sendiri. sebagai langkah #ntinjut untuk melindungi
masyarakat dari efek merugikan sebagai akibat paiaalproduk kosmetik yang
telah terbukti mengandung zat aditif berbahaya atengandung zat aditif
melebihi batas kadar maksimum. BPOM mengeluarkdargegan penggunaan
produk kosmetik tersebut dalam bentuk peringataj bwasyarakat dan pelaku
usaha yang masih memproduksi dan mengedarkan kiagersebuf®
1. Sosialisasi melalui media elektronik
Dalam upaya menanggulangi maraknya peredaran kiksinetbahaya
yang tidak memiliki ijin BPOM khususnya krim wajaBPOM telah
melakukan tindakan dan menemukan situs websiteg yamemasarkan
kosmetik khususnya krim wajah tanpa izin BPOM gtaisu. BPOM minta

bantuan kepada Kominfo (Komenterian Komunikasi dbariormatika

*1bid.
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Republik Indonesia) untuk melakukan penutupan wehs&ng telah menjual
kosmetik tanpa ijin.
2. Sosialisasi dengan Masyarakat

Upaya BPOM dalam memberantas kosmetik tanpa iz@MRhususnya
krim wajah telah dilakukan dengan cara mengundaar@ pnasyarakat dan
juga biasanya yang memiliki usaha salon atau yaemmpanyai usaha toko
kosmetik di Kota surabaya untuk melakukan sosigilidan menjelaskan dan
melakukan pembekalan bagaimana kosmetik yang trdaRilki izin dari
BPOM. BPOM juga menyuruh kepada pihak salon dano teérsebut
membawa apa yang mereka jual untuk uji sarffpel.

Masyarakat juga dapat berperan langsung dalam melakpengawasan
terhadap kosmetik atau krim wajah yang telah diligtituk memastikan apakah
kosmetik atau krim wajah aman, masyarakat dapatgeeak nomor registrasi
disetiap kemasan krim wajah yang dibelinya denga&mbuka alamat website
www.pom.go.id. BPOM juga melakukan pngawasan seperikut:

Dalam melakukan tugas pengawasan tenaga pengapas da

a. Memasuki setiap tempat yang di duga digunakaland kegiatan

produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagakgsmetika
untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh skegala sesuatu
yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, peyimpanan
pengangkutan, dan perdagangan kosmetika;

b. Membuka dan meneliti kemasan kosmetika;dan/atau.

¢ Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksianan Informasi Konsumen
BPOM Surabaya, tanggal 20 Juli 2020.
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c. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang didugauat keterangan
mengenai kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengamgkaan
perdagangan kosmetika, termasuk menggandakan a&ngutip
keterangan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh bidang farmakmin silkinga
pengawasan terhadap peredaran kosmetika krim wagabahaya tanpa izin
BPOM sebagai berikut:

1. Terjun langsung ke lapangan atau tempat yadggdi banyak menjual
kosmetika krim wajah;

2. melihat kemasan krim tersebut memenuhi syaaat tedak.

3. Dalam hal meneliti Farmakmin melakukan pembelsargsung dengan dana
yang sudah ada di dalam agenda dan segera membmawabloratorium
BPOM untuk di uji.

BPOM dalam kerangka Satuan Tugas Pemberantasand@baflakanan.
Berkoordinasi denganinternational Criminal Police Organization (ICPO),
melaksanakan Operasi Pangea untuk memberantasajaenkosmetik tanpa izin
dari BPOM yang dipasarkan secara online . jugajukin untuk memantapkan
kerjasama lintas sektor serta meningkatkan kesadarasyarakat atas risiko
kosmetik tersebut terhadap kesehatan. Pada Opé&asgea ini berhasil
diidentifikasi situs internet yang memasarkan olwdiat tradisional, suplemen

kesehatan, kosmetika, dan pangan yang tidak meiziitkdlari BPOM.*

4" Hasil wawancara dengan Bu Pipin, Apt, Kepala Saksianan Informasi Konsumen
BPOM, Surabaya.
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Sebagai tindak lanjut dari hasil operasi Pangdah tdilakukan penyitaan
terhadap seluruh barang bukti. Situs/website yarejaht teridentifikasi
menawarkan dan memasarkan kosmetik tanpa izinbigrdéepala BPOM selaku
Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Kosmatiba Izin telah
mengajukan usulan kepada Kementerian Komunikasi ldéormatika untuk
memblokir website tersebut. Dalam rangkaian OpePRasigea tahun 2017 ini,
BPOM diharapkan mampu pemberantasan kosmetik yalagx memiliki izin
yang dijual online, salah satunya dengan melakyemelusuran rekening yang
digunakan untuk transaksi internet agar dapat dikesm aktor intelektual yang
menerima keuntungan dari hasil kejahdtan.

BPOM bersama dengan seluruh anggota Satgas Pernasararkosmetik
tanpa izin akan terus berkomitmen dan berkoordinabih intensif dan
berkesinambungan dalam mengawasi kosmetik gunaxdoelgi konsumen dari
produk yang tidak memenuhi standar dan persyarsgamasuk kosmetik impor
tanpa izin yang dipasarkan secara online.

BPOM menghimbau kepada pelaku usaha agar mentastitupan
perundang-undangan yang berlaku. Jika masyarakaemmean hal-hal yang
mencurigakan terkait peredaran kosmetik tanpa teimasuk yang dipasarkan
secara online.

BPOM telah berupaya secara maksimal dalam rangkenberxkan
perlindungan hukum kepada konsumen sesuai dengas tlan fungsinya, yaitu

dengan adanya proses pengawasan dan penyidikarun\Nalsisi lain, peneliti

*bid.
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melihat bahwa efek hukuman yang diberikan kepadiakpeusaha yang terjerat
tidak banyak memberikan kontribusi langsung padasimen yang dirugikan
dengan adanya kosmetik tanpa izin resmi. Hukumamg y@ijatuhkan masih
difokuskan kepada pelaku usaha. Sedangkan konsyarenm dirugikan dirasa
masih dikesampingkan. Namun UUPK sebenarnya mekareralternatif lain
dalam penyelesaian sengketa, yaitu konsumen yangsmedirugikan dapat
mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketarkem¢BPSK). Nantinya,
hasil putusan dari BPSK bersifat final dan mengikian proses penyelesaiannya

dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang sedangengjiseta

D. Perlindungan Konsumen

Menurut UUPK Pasal 1 angka (2) menyebutkan konsuadah “setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang terseldim daasyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, prau makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen tidak hanya di artikan sebagai individtarig), tetapi juga
suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau perterakhir. konsumen tidak
harus terikat dalam hubungan jual beli, sehinggagde sendirinya konsumen
tidak identik dengan pembeli.

Istilah konsumen berasal dari katansumer (Inggris—Amerika) atau
consument/konsument (Belanda). Pengertian darconsumer atau consument itu
tergantung dalam posisi mana ia berada. Pengdutizsumen di Amerika serikat,

kata “Konsumen” yang berasal dari konsumer sebgnaberarti “pemakai”
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namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikabih luas sebagai korban
"korban pemakai produk yang cacat”, baik korbarsdbut pembeli, bukan
pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yangaibukemakai karena
perlindungan hukum dinikmati pula bahkan oleh karlyang bukan pemakai.
Berdasarkan pengertian yang dipaparkan diatas ddsanpulkan bahwa
konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, meatiknmenggunakan
barang dan atau jasa dengan tujuan untuk kepentipghadi, keluarga dan
rumah tangganya. Menurut Pasal 1 angka (2) UUPIendikistilah konsumen,
konsumen akhir dan konsumen antéra.

Pengertian Perlindungan Konsumen di kemukakan légbagai sarjana
hukum salah satunya Az. Nasution, Az. Nasution ragnikan Perlindungan
Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuatassssatau kaidah-kaidah
yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifag yeelindungi kepentingan
Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagaelkruhan asas-asas
dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungamdesalah antara berbagai
pihak satu sama lain yang berkaitan dengan baramgatu jasa Konsumen
dalam pergaulan hidup.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tuisggairi maupun
berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan agagsii menjadi Konsumen
untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaiversal ini pada beberapa
sisi menunjukkan adanya kelemahan, pada Konsuntenggg Konsumen tidak

mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itarsemendasar Konsumen

49 Nasution Az, 2007Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Diadit Media, him. 34.
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juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatmyaeusal juga. Mengingat
lemahnya kedudukan Konsumen pada umumnya dibarainggngan kedudukan
produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hedamya dari segi ekonomi
maupun pengetahuan mengingat produsen lah yang rmoéuaksi barang
sedangkan konsumen hanya membeli produk yangteslsédia di pasaran, maka
pembahasan perlindungan Konsumen akan selalu tekésal dan selalu penting
untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan koresu ini terjadi di dalam
kehidupan sehari-hari.

Perlindugan terhadap Konsumen dipandang secaraiiimagupun formil
makin terasa sangat penting, mengingat makin lgmnimu pengetahuan dan
teknologi yang merupakan motor penggerak bagi piifiitas dan efisiensi
produsen atas barang atau jasa yang dihasilkanaj@mdrangka mencapai
sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan menehe kal tersebut, akhirnya
baik langsung atau tidak langsung, maka Konsumeptaily pada umumnya
merasakan dampaknya.

Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan plenigan yang
memadai terhadap kepentingan Konsumen merupakén Isalayang penting dan
mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutamandbnesia, mengingat
banyaknya permasalahan permasalahan yang menyangkdindungan
Konsumen, lebih-lebih era perdagangan bebas yangaka sekali guna
melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaideah produsen yang hanya
memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepaskuntelindungi produsen

yang jujur.





